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 Abstrak 

Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi anggaran di Desa Cariu menggunakan 

metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Tujuannya untuk mengevaluasi efektivitas 

anggaran, mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan, serta merumuskan strategi 

peningkatan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, lalu 

dianalisis dengan sofware NVivo 12. Hasil menunjukkan implementasi anggaran cukup 

efektif dengan akuntabilitas yang tercermin dalam keterlibatan masyarakat dan pelaporan 

keuangan berkala. Faktor pendukung meliputi koordinasi perangkat desa dan  transparansi, 

sedangkan hambatan muncul pada teknis administrasi serta pemahaman prosedur 

keuangan. Kesimpulannya, penguatan administrasi teknis, peningkatan peran kepala desa, 

dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mengoptimalkan efektvitas anggaran sesuai 

prinsip akuntansi berbasis kinerja. 

 

Kata kunci: Implementasi anggaran desa; Akuntansi berbasis kinerja; Efektivitas; 

Akuntabilitas. 

 

Abstract 

This research analyzes the effectiveness of budget implementation in Cariu Village using a 

descriptive qualitative method with a case study. The aim was to evaluate budget 

effectiveness, identify supporting factors and barriers, and formulate improvement 

strategies. Data were obtained through observation, interviews, and document analysis, 

then analyzed with sofware NVivo 12. The results show that budget implementation is quite 

effective with accountability reflected in community involvement and periodic financial 

reporting. Supporting factors include coordination of village officials and transparency, 

while obstacles arise in technical administration and understanding of financial 

procedures. In conclusion, strengthening technical administration, increasing the role of 

the village head, and community participation are needed to optimize budget effectiveness 

according to performance-based accounting principles. 

 
Keywords: Village budget implementation; Performance-based accounting; Effectiveness; 

Accountability. 

 

PENDAHULUAN 
 

Desa memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama melalui 

kontribusi di sektor pertanian, pariwisata, dan industri rumah tangga yang mendukung Produk 

Domestik Bruto (PDB) serta penerimaan pajak negara (Rony, 2019). Berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki otonomi untuk 

menentukan kebijakan pembangunan, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, 

hingga pemberdayaan ekonomi. Meski demikian, otonomi ini juga membawa tantangan besar 

dalam hal pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan (Opransiski & Mashur, 2023). 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berperan penting dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi seluruh kegiatan pembangunan desa. Efisiensi dan transparansi 

APBDes ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang tepat sasaran (Raidons & Djawang, 

2022). Namun, peningkatan dana ini sering kali menghadapi tantangan pengawasan, sehingga 
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rawan terjadi penyalahgunaan Pemerintah juga mendukung pembangunan desa melalui program 

Dana Desa, yang terus meningkat hingga Rp. 71 triliun pada tahun 2024 (Mariyadi, 2024).  

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang alokasi dan 

penggunaan dana desa sangat penting dalam memastikan keberhasilan program pembangunan 

desa. Misalnya, penelitian Mauro et al. (2021), Yulia dan Ningsih (2020), dan Wongkar et al. 

(2021) menjelaskan bahwa tanpa pemahaman yang memadai, pengelolaaan dana desa yang tidak 

tepat dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan dan korupsi. Hal ini tercermin dari laporan 

Indonesian Corruption Watch (ICW) Lalora Ester pada tahun 2021 yang mengungkapkan 

banyaknya kasus korupsi yang melibatkan dana desa (Kumparan, 2022).  

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diterapkan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) 

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2020 tentang Tata Cara 

Penyusunan dan Pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja. Beberapa penelitian, seperti yang 

dilakukan oleh Reimassa et al. (2021) menunjukkan bahwa PBK dapat meningkatkan efisiensi 

anggaran, meskipun keberhasilannya dipengaruhi oleh budaya organisasi, pelatihan, dan sistem 

informasi. Sofyani (2018)  menyoroti pentingnya sistem informasi andal, sementara Selviani 

(2020) mengungkapkan bahwa PBK berkontribusi positif terhadap akuntabilitas pemerintah. 

Dalam Theory Agency Jensen & Meckling (1976), pemerintah desa sebagai agen 

bertanggung jawab mengelola sumber daya untuk kepentingan masyarakat sebagai prinsipal. 

Sementara itu, teori Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) Christian Lorenz (2012) menekankan 

pentingnya alokasi anggaran berbasis pencapaian kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas dan 

efektivitas penggunaan dana desa. Penerapan teori ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan 

dan memastikan dana digunakan sesuai prioritas pembangunan. 

Desa Cariu, dengan potensi besar di sektor pariwisata dan pertanian, menghadapi 

tantangan dalam pengelolaan anggaran, seperti keterbatasan sumber daya manusia Astuti et al. 

(2023) dan rendahnya partisipasi masyarakat (Wijayanti & Taufik, 2022). Penelitian ini bertujuan 

menganalisis penerapan akuntansi berbasis kinerja di Desa Cariu untuk meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran, serta menyusun strategi 

optimalisasi pengelolaan anggaran desa di Desa Cariu. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya memperbaiki pengelolaan 

keuangan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang lebih 

efektif dan efisien. 

 

METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk 

memahami implementasi anggaran berbasis kinerja di Desa Cariu, Kabupaten Bogor. Metode ini 

dipilih karena mampu menggali fenomena secara mendalam (Nasution, 2023). Subjek penelitian 

terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan 

anggaran desa. Wawancara mendalam secara terstruktur dilakukan berdasarkan indikator 

akuntansi berbasis kinerja dari Christian Lorenz (2012). Data sekunder diperoleh dari dokumen 

APBDes Desa Cariu 2024, sebagaimana disarankan Sugiyono (2022) untuk melengkapi data 

primer. 

Observasi langsung dilakukan untuk memahami proses pengelolaan anggaran, seperti 

perencanaan dan pelaksanaan proyek, yang sering mengungkap dinamika tersembunyi dalam 

wawancara dan dokumen (Fiantika, 2022). Data dianalisis menggunakan NVivo 12 untuk 

pengkodean dan visualisasi. Tambun dan Sitorus (2023) menyatakan NVivo mempermudah 

analisis sistematis. Hasilnya dibandingkan dengan teori agensi dan akuntansi berbais kinerja 

untuk menghasilkan temuan yang relevan mengenai efektivitas pengelolaan anggaran desa. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Merancang Rencana Jangka Panjang (RPJP) Desa 

 

 
Gambar 1. Project Maps RPJP Desa Cariu 

 

Dalam menyusun Rencana Jangka Panjang (RPJP) Desa Cariu, Gambar 1. Project Maps 

aspek Perencanaan Teknis dominan dibandingkan Partisipasi Masyarakat dan Evaluasi. Ketua RT 

menyampaian bahwa musyawarah tersebut tidak hanya menyosialisasikan rencana pembangunan 

tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan spesifik. 

Penelitian Diartika dan Pramono (2021) menegaskan bahwa partisipasi yang efektif dapat 

meningkatkan keberlanjutan program pembangunan desa. Evaluasi terhadap anggaran 

sebelumnya berperan sebagai landasan penting dalam merancang RPJP. Dalam konteks Agency 

Theory, evaluasi transparan membantu mengurangi konflik kepentingan antara agen (aparatur 

desa) dan prinsipal (masyarakat desa), sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

aparatur desa sebagai pemegang mandat.  

Namun, aspek komunikasi dengan tokoh masyarakat dan lembaga desa perlu diperkuat 

untuk meningkatkan partisipasi. Arbayah dan Suparti (2022) menyatakan bahwa musyawarah 

yang inklusif dapat memperkuat transparansi dan legitimasi perencanaan desa. Dengan demikian, 

penyusunan RPJP Desa Cariu mencerminkan pentingnya sinergi antara perencanaan teknis yang 

terstruktur, evaluasi berbasis data, dan keterlibatan masyarakat untuk mencapai pembangunan 

desa yang efektif dan berkelanjutan.  

 

Membuat Rencana Operasional Tahunan (RAPB) Desa 

Penyusunan Rencana Operasional Tahunan (RAPB) Desa Cariu menunjukkan dominasi 

aspek perencanaan teknis, terutama pada pengumpulan dan integrasi masukan masyarakat. 

Analisis menggunakan NVivo 12 memperlihatkan bahwa meskipun masyarakat dilibatkan dalam 

tahap awal seperti musyawarah dusun, dengan peran terbatas pada pemberian informasi. Ketua 

RT menyebutkan masyarakat hanya menyampaikan kebutuhan secara umum. Temuan ini sejalan 
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dengan Arbayah dan Suparti (2022), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sering kali 

hanya formalitas sehingga kurang memengaruhi pengambilan keputusan. 

Meskipun demikian, RAPB Desa tetap mengakomodasikan kebutuhan masyarakat, seperti 

pembangunan Posyandu di RT.007 Desa Cariu. Nadhiro dan Choiriyah (2024) menyatakan 

bahwa partisipasi aktif di semua tahap perencanaan dapat meningkatkan akurasi anggaran dan 

keberlanjutan pembangunan. Menurut Agency Theory, Jensen & Meckling (1976) menyoroti 

ketidakseimbangan informasi yang dapat membuat agen memprioritaskan kepentingan sendiri. 

Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan mekanisme akuntabilitas seperti pengawasan 

partisipatif dan transparansi anggaran. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan pembangunan desa. Dengan mengoptimalkan peran masyarakat, RAPB dapat 

mencerminkan kebutuhan nyata dan mendukung tujuan jangka panjang desa sesuai RPJP.  

 

Eksekusi Anggaran Kinerja Tahunan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi anggaran kinerja tahunan di Desa Cariu 

memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Masyarakat terlibat aktif melalui musyawarah desa 

(Musdes), di mana 70% usulan masyarakat diakomodasi dalam RAPBDes 2024. Kepala desa 

menyatakan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran 

dilakukan secara aktif melalui Musyawarah Desa. Temuan ini sejalan dengan  Rahimallah dan 

Ricky (2023), yang menekankan partisipasi publik sebagai kunci akuntabilitas. Dalam aspek 

teknis, pencatatan keuangan dilakuakn dengan detail melalui buku kas umum. Sekretaris desa 

menjelaskan bahwa setiap transaksi keuangan disertai dengan bukti pendukung untuk menjaga 

akurasi laporan. Dengan total pendapatan desa sebesar Rp. 48 Miliar pada tahun 2024, sistem 

pembukuan yang rapi mendukung prinsip akuntansi berbasis kinerja, yang menilai efektivitas 

anggaran berdasarkan hasil yang dicapai. 

Laporan keuangan yang disusun secara berkala juga menjadi bentuk pertanggungjawaban 

kepada masyarakat. Ketua RT menyebutkan bahwa laporan triwulan membantu memahami 

penggunaan dana desa dan memberikan ruang untuk klarifikasi bila diperlukan. Namun, 

pelaksanaan teknis seperti pengajuan dana masih menghadapi kendala, terutama dalam hal 

efesiensi waktu. Sekretaris desa mengakui bahwa koordinasi dengan pihak kecamatan perlu 

ditingkatkan untuk mempercepat proses administrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun 

akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan dengan baik, optimalisasi pelaksanaan teknis 

masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran (Arisman et al., 2018). 

 

Melakukan Pengukuran Kinerja 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran kinerja anggaran desa di Desa Cariu 

paling banyak menitikberatkan pada aspek pengumpulan data. Aspek ini menjadi dominan karena 

akurasi dan kelengkapan data sangat menentukan efektivitas evaluasi anggaran. Partisipasi 

masyarakat juga memegang peranan penting, terutama dalam memberikan masukan yang relevan, 

yang pada gilirannya memperkuat kualitas data yang dikumpulkan. Temuan ini sejalan dengan 

Judijanto et al. (2023), yang menegaskan bahwa partisipasi efektif memerlukan pemahaman 

mendalam dari masyarakat. Selain itu, pengumpulan usulan masyarakat juga menjadi langkah 

penting dalam menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan kebutuhan lokal, meskipun 

keputusan akhir tetap bergantung pada prioritas anggaran desa. 

Evaluasi dan verifikasi data keuangan dilakukan secara berkala, baik administratif maupun 

di lapangan, untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

Namun, analisis data, meski penting, sering kali kurang dibahas. Padahal, analisis yang 

komprehensif mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu program, sebagaimana 

ditegaskan oleh Mardiasmo (2018), yang menyatakan bahwa pengukuran kinerja membantu 

memastikan optimalisasi sumber daya. Koordinasi antar perangkat desa dalam memanfaatkan 

hasil pengukuran kinerja juga menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini 

menegaskan bahwa pengukuran kinerja yang baik dapat meningkatkan partisipasi, transparansi, 
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dan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran 

desa.  

 

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Desa Cariu menunjukkan dominasi aspek 

tindak lanjut, mencerminkan komitmen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 

anggaran. Tindak lanjut meliputi perbaikan program, penyempurnaan prosedur, dan pembangian 

tugas jelas antara Kepala Urusan (kaur) dan Kepala Seksi (kasi), berkontribusi pada efektivitas 

pelaksanaan anggaran.  

Dalam konteks Theory Agency, hubungan pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat 

sebagai prinsipal menekankan pentingnya pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan. 

Tindak lanjut menjadi bentuk pertanggungjawaban dan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

melalui transparansi seperti papan informasi proyek dan Musdes (Musyawarah Desa). Kepala 

desa menyatakan bahwa tindak lanjut dari evaluasi menjadi prioritas utama memastikan masukan 

masyarakat di Musdes terlaksana, sementara sekretaris desa menyebut hasil evaluasi dijadikan 

acuan RAPBDes tahun berikutnya. Penelitian ini mendukung Yarni et al. (2019), yang 

menyebutkan bahwa pemantauan berbasis masyarakat melalui Musdes memperkuat kontrol dan 

meminimalkan penyimpangan.  

 

Comprehensive Spending Review (CSR) 

Aspek rekomendasi perbaikan yang paling dominan dalam penerapan strategi untuk 

meningkatkan efektivitas anggaran desa di Desa Cariu melalu pendekatan Comprehensive 

Spending Review (CSR) adalah peningkatan komunikasi hasil evaluasi anggaran, koordinasi 

antara perangkat desa, serta keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi dan pengambilan 

keputusan. Komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah desa dan masyarakat melalui 

musyawarah desa dapat memperkuat transparansi dan pemahaman tentang penggunaan anggaran 

desa. Dalam hal ini, hasil evaluasi anggaran perlu disampaikan dengan jelas dan terbuka, agar 

masyarakat dapat memahami memberikan masukan yang relevan untuk perbaikan di masa 

mendatang. 

Koordinasi yang lebih baik antara perangkat desa, terutama kepala desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), juga menjadi prioritas. Selain itu, keterlibatan masyarakat yang 

lebih mendalam dalam proses evaluasi anggaran dapat mengurangi jarak antara pemerintah desa 

dan masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dari sudut 

pandang Theory Agency, perbaikan dalam komunikasi dan partisipasi masyarakat berfungsi untuk 

mempersempit ketimpangan informasi antara pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat 

sebagai prinsipal. Penerapan CSR akan mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas, 

dengan tujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan sesuai dengan 

tujuan pembangunan desa. 

 

KESIMPULAN 

 

Implementasi anggaran di Desa Cariu sudah cukup efektif, dengan eksekusi anggaran dan 

evaluasi yang baik, namun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan analisis data perlu 

ditingkatkan. Pengukuran kinerja fokus pada pengumpulan data dan partisipasi masyarakat, tetapi 

koordinasi dan analisis data masih kurang. Meskipun RPJP dan RAPB sudah strategis, partisipasi 

masyarakat masih terbatas. Implementasi Comprehensive Spending Review (CSR) dapat 

meningkatkan transparansi dan efsiensi anggaran, namun tantangan terkait partisipasi masyarakat 

dan koordinasi pelaksanaan masih perlu diperbaiki.  

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi mekanisme peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran desa. 

Selain itu, penelitian juga dapat memfokuskan pada strategi peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia di tingkat desa, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan penerapan penganggaran 

berbasis kinerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran. 
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